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KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT NAMA SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar
JENDERAL Informasi Publik

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

1. Undang-Undang Nomor ___ Tahun 1. Memahami Daftar Informasi Publik MK
2020 tentang Perubahan Kedua atas 2. Memiliki kemampuan analisis risiko
Undang-Undang 23 Tahun 2003 3. Memilik kemampuan mengolah data
tentang Mahkamah Konstitusi menggunakan komputer

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 4. Memiliki orientasi pada pelayanan publik yang
2008 tentang Keterbukaan Informasi efektif dan efisien
Publik.

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan Menteri Negara PANRB
Nomor 15 Tahun 2012 tentang
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2018 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

7. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja




Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

8. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 28 Tahun 2019
tentang Pedoman Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. SOP Pengelolaan Permohonan
Informasi

2. SOP Pendokumentasian Informasi
Publik

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, pelaksanaan keterbukaan informasi
lembaga dapat terganggu.

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Daftar Informasi Publik

Disimpan sebagai data digital.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1 001

Digital Signature
s0p119933422702210416070813

Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id
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